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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan 

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 

adalah sebagai berikut: 

1. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan dalam berkomunikasi agar dapat melakukan 

komunikasi dengan baik pada pasien sehingga dapat 

menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang baik dan 

benar. 

2. Sebaiknya meningkatkan pemberian KIE kepada pasien agar 

pasien mengerti cara penggunaan obat maupun alkes yang benar 

dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam terapinya. 

3. Sebaiknya menyediaan tempat khusus untuk melakukan 

konseling supaya pasien dapat menyampaikan keluhan yang 

dialami dengan lebih nyaman dan untuk menjaga kerahasiaan 

kondisi pasien. 
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